
-1- 
 

 
 

 
 
 

BUPATI SANGGAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

 
NOMOR    9  TAHUN 2015 

 
TENTANG  

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG 

RETRIBUSI ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT, INTI 
SAWIT (PK) DAN MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI  SANGGAU, 

 
Menimbang : a.  Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Peraturan Daerah oleh 

Menteri Dalam Negeri melalui Surat Menteri Dalam Negeri 
Nomor 188.341/4559/SJ tanggal 16 November 2011 perihal 
Klarifikasi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan Buah Segar 
(TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) Dan Minyak Kelapa Sawit 
(CPO) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi dan kepentingan umum;  

b.  bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi 
Angkutan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit 
(PK) dan Minyak Kelapa Sawit (CPO) tidak termasuk dalam  
objek retribusi yang dapat dipungut oleh daerah; 

c.  bahwa terhadap pemanfaatan/penggunaan jalan 
darat/sungai untuk mengangkut TBS, PK dan CPO, telah 
dikenakan pajak kendaraan bermotor;  

 
d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan 
Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) Dan Minyak 
Kelapa Sawit (CPO); 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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 4. Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor  130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5613); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 
tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

  

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
dan 

BUPATI SANGGAU 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 
DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI 
ANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT, INTI 
SAWIT (PK) DAN MINYAK KELAPA SAWIT (CPO) 

.  
 

Pasal 1 
 

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Angkutan Tandan 
Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, Inti Sawit (PK) Dan Minyak Kelapa Sawit (CPO) 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2000 Nomor 11) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. 
    

 
    

Ditetapkan di Sanggau 
   pada tanggal   5 Oktober 2015 
                                                      

BUPATI  SANGGAU, 
 

 ttd 
 
   PAOLUS HADI 

 
 

Diundangkan di Sanggau 
pada tanggal  5 Oktober 2015 
                               
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 
 
           ttd 
 
                           A.L. LEYSANDRI 
  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN  2015  NOMOR  9 
 
 
 
 
 
 
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
 
                      
 
          YAKOBUS, SH, MH 
              Pembina (IV/a)  
  NIP. 19700223 199903 1 002 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN 
BARAT : ( 8 / 2015) 
 


